5.1

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Setelah dilakukannya kegiatan PKPA selama 5 minggu di Apotek

Kimia Farma Lontar yang dimulai pada tanggal 03 Oktober — 05 November

2022 dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKPA di apotek dapat membuat:

1.

Memiliki pengetahuan yang lebih luas secara langung mengenai
cara kerja dari seorang apoteker yang bertugas dan berpraktik di
pelayanan kefarmasian komunitas.

Memiliki ilmu baru serta pengalaman baru mengenai pelayanan di
apotek secara manajerial dan pelayanan pasien. Manajerial meliputi
pengadaan, penerimaan, pengecekan barang, pendistribusian,
pelaporan, pencatatan.

Dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama
menjalani perkuliahan.

Dapat belajar bertanggung jawab dengan tugas yang dimiliki oleh

seorang apoteker yang berpraktik di komunitas.

Saran

Sebagai mahasiswa apoteker harus dapat lebih mampu mengedukasi
pasien agar terapi yang diterima oleh pasien dapat dikonsumsi
dengan baik dan benar sehingga tercapai peningkatan standar
kesehatan di masyarakat.

Sebagai calon apoteker yang membutuhkan pengalaman dan ilmu
baru dibidang pekerjaan harus bisa lebih aktif berdiskusi sehingga
dapat lebih memiliki pemahaman yang baik terkait tugas seorang

apoteker di apotek.
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